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ABSTRAK

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan
maupun Penuntutan oleh Ilembaga yang
berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga
Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar
hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama
dalam hal penangkapan, penahanan,
penetapan tersangka yang tidak sah, serta
adanya penghentian penyidikan maupun
penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah
diatur dalam hukum positif (Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya
masih terdapat kelemahan-kelemahan baik
dalam formulasinya maupun dalam
penerapannya di Pengadilan sehingga tidak
adanya perlindungan hak asasi manusia bagi
tersangka. Permasalahan yang menjadi fokus
dalam penelitian ini adalah, Bagaimana fungsi
lembaga praperadilan dalam sistem peradilan
pidana berdasarkan KUHAP ? Bagaimana fungsi
lembaga praperadilan yang dilaksanakan dalam
wewenang badan peradilan berdasarkan
KUHAP dalam memformulasikan perluasan
objek praperadilan diluar KUHAP ?

Kata kunci : Fungsi Lembaga Praperadilan
Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP

PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan lembaga baru
dalam dunia peradilan di Indonesia dalam
kehidupan penegakan hukum. Praperadilan
bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri.
Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal
ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana
di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang
merupakan satu kesatuan utuh yang tidak
dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam
proses peradilan pidana tersebut merupakan
suatu rangkaian, dimana tahap yang satu
mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian
dalam proses peradilan pidana di Indonesia
meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan,
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penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau
yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat
KUHAP, ada beberapa hal yang baru bila
dibandingkan dengan hukum acara pidana
sebelumnya yaitu Herziene Indiesche Reglement
(HIR), yaitu :

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (pasal

50 sampai dengan pasal 68 KUHAP),

2. Bantuan Hukum pada semua tingkat
pemeriksaan (pasal 69 sampai dengan
pasal 74 KUHAP),

3. Penggabungan perkara perdata pada
perkara pidana dalam hal ganti rugi
(pasal 98 sampai dengan pasal 101
KUHAP),

4. Pengawasan Pelaksanaan putusan hakim
(pasal 277 sampai dengan pasal 283
KUHAP),

5. Wewenang hakim pada pemeriksaan
pendahuluan, yakni praperadilan (pasal
77 sampai dengan pasal 83 KUHAP).

Dilihat dari hal-hal yang baru dalam KUHAP,
tergambar jelas bahwa KUHAP sangat
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa
dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Menghapus HAM sama artinya menghilangkan
eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa, sebagai negara hukum, Indonesia
menerima hukum sebagai ideologi untuk
menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan
serta kesejahteraan bagi warga negaranya.
Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa
hukum mengikat setiap tindakan vyang
dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan
yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi
masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban,
keamanan, keadilan dan kesejahteraaan,
namun pada kenyataannya masih tetap terjadi
penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik
yang dilakukan secara sengaja maupun tidak
sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan
hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti
dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui
prosedur hukum yang benar sesuai dengan
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi
Indonesia sebagai negara hukum benar-benar
terwujud.

Sehubungan dengan hak—hak tersangka,
maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang
disebut praperadilan, yang pengaturannya
terdapat dalam pasal 1 butir 10 dan dipertegas
lagi dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Praperadilan merupakan salah satu dari bagian
ruang lingkup wewenang mengadili bagi
Pengadilan Negeri. Maksud dan tujuan lembaga
praperadilan adalah tegaknya hukum dan
perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat
pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
Dengan adanya lembaga praperadilan, maka
tersangka dilindungi dalam pemeriksaan
pendahuluan  terhadap tindakan-tindakan
kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar
hukum dan merugikan tersangka. Seseorang
yang dikenakan penangkapan, penahanan, dan
atau tindakan lain yang dilakukan secara tidak
sah, vyaitu tidak memenuhi syarat vyang
ditentukan dalam undang-undang, maka
tersangka, atau terdakwa, atau keluarganya
atau pihak lain yang mendapat kuasa
(penasehat hukum) dapat meminta
pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang
tidak sahnya penangkapan atau penahanan
serta tindakan-tindakan lain atas dirinya
tersebut. Disamping itu, praperadilan sebagai
lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol
dari  penyidik terhadap penyalahgunaan
wewenang yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu lembaga praperadilan
sebagai lembaga pengawas oleh hakim
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh kepolisian maupun kejaksaan akan
mewujudkan tercapainya sistem peradilan
pidana terpadu tersebut.

Rumusan masalah

1. Bagaimana fungsi lembaga praperadilan
dalam sistem peradilan pidana
berdasarkan KUHAP ?

2. Bagaimana fungsi lembaga praperadilan
yang dilaksanakan dalam wewenang
badan peradilan berdasarkan KUHAP
dalam memformulasikan perluasan objek
praperadilan diluar KUHAP ?

PEMBAHASAN

A. Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem
Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP
1. Tujuan dan fungsi peradilan

Sistem peradilan memiliki dua tujuan
besar, yakni utuk melindungi masyarakat
dan menegakkan hukum. Selain dua
tujuan tersebut, sistem peradilan pidana
memiliki beberapa fungsi penting, antara
lain:

a. Mencegah kejahatan;

b. Menindak pelaku tindak pidana
dengan  memberikan  pengertian
terhadap pelaku tindak pidana
dimana pencegahan tidak efektif;

c. Peninjauan ulang terhadap legalitas
ukuran pencegahan dan penindakan;

d. Putusan pengadilan untuk
menentukan bersalah atau tidak
bersalah  terhadap orang vyang
ditahan;

e. Disposisi yang sesuai terhadap
seseorang yang dinyatakan bersalah;

f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara
yang disetujui oleh masyarakat
terhadap perilaku mereka yang telah
melanggar hukum pidana.

2. Konsep dan Strategi Pengawasan
Pelaksanaan sistem peradilan yang baik
sendiri adalah terlaksananya beberapa
prinsip umum sebagai standar minimum
dalam penerapan sistem peradilan yang
terintegrasi dengan  baik.  Standar
minimum termaksud adalah :

a. Equality before the law
Prinsip yang dirumuskan dalam pasal
28 D ayat 1 Amandemen Kedua UUD
1945 dan pasal 5 ayat (1) UU No.14
Tahun 1970 ini merupakan asas yang
bersifat universal. Pasal 7 Universal
Declaration of Human  Rights
menjelaskan bahwa “all are equal
before the law and are entitled
without discrimination to equal
protection of law”.

b. Due Process of Law
Negara sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi mempunyai kewenangan
penuh untuk melakukan proses
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peradilan yang adil dan tidak
memihak. Oleh karenanya kekuasaan
ini perlu dibatasi agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang. Asas ini
tercermin dari pasal 6 ayat (1) dan
pasal 7 UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaaan Kehakiman.
Due Process of Law pada dasarnya
bukan semata-mata mengenai rule of
law, akan tetapi merupakan unsur
yang essensial dalam
penyelenggaraan  peradilan  yang
intinya adalah bahwa ia merupakan
“..a law which hears before it
condemns, which proceeds upon
inquiry, and renders judgement only
after trial..”. Pada dasarnya vyang
menjadi titik sentral adalah
perlindungan hak-hak asasi individu
terhadap arbitrary action of the
government.

. Sederhana, cepat dan biaya ringan
Dengan demikian maka undue
procedure and  delays harus
dieliminasi atau setidaknya ditekan
seminim  mungkin,  sebagaimana
dicerminkan  dalam  Intenational
Covenant on Civil and Political Rights
pasal 9 butir 3 dan pasal 14 butir 3c
(...everyone shall be entitled to the
following minimum guarantee, in full
equality...to be tried without undue
delay...) .

. Efektif dan Efisien

Suatu  proses peradilan  harus
dirancang untuk mencapai sasaran
yang ditujuh vyaitu hukum dan
keadilan. Sistem peradilan pidana
merupakan suatu sarana
penanggulangan  kejahatan, yang
didalamnya terdapat sub-sub sistem
yang saling berkait erat satu sama
lain.

. Akuntabilitas

Pemberian  kekuasaan membawa
konsekuensi adanya akuntabilitas,
dalam kerangka pelaksanaan
akuntabilitas ada beberapa hal yang
harus diperhatikan, yaitu adanya :

1) Ketaatan pada hukum;
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2) Prosedur yang jelas, adil dan layak,
serta;
3) Mekanisme kontrol yang efektif.

B. Fungsi Lembaga Praperadilan Yang
Dilaksanakan Dalam Wewenang Badan
Peradilan Berdasarkan KUHAP Dalam
Memformulasikan Perluasan Objek
Praperadilan Diluar KUHAP

1. Analisis Pelaksanaan Praperadilan
Berdasarkan KUHAP

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
praperadilan mempunyai wewenang terbatas,
tidak seluas seperti hakim komisaris (rechter
commissaris) di  Belanda atau judge
d’instruction di Perancis yang disamping
menentukan sah tidaknya penangkapan,
penahanan, dan penyitaan, juga melakukan
pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.
Dalam pasal 1 angka 10 KUHAP dinyatakan
bahwa  praperadilan adalah  wewenang
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan
dan atau penahanan, atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak
lain atas kuasa tersangka;

b. Sah  atau  tidaknya penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan
atas permintaan yang berkepntingan
demi tegaknya hukum dan keadilan; dan

c. Permintaan  ganti  kerugian  atau
rehabilitasi  oleh  tersangka  atau
keluarganya atau pihak lain atas
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan
ke pengadilan.

Secara limitatif mengenai praperadilan
diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP.
Selain itu, juga terdapat pasal lain yang masih
berhubungan dengan praperadilan, yaitu
mengenai tuntutan ganti kerugian dan
rehabilitasi. Hal itu diatur dalam pasal 95
sampai pasal 97 KUHAP. Kewenangan secara
spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77
sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah
atau  tidaknya upaya paksa berupa
penangkapan dan penahanan, serta memeriksa
sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan. Hanya saja, jika
dikaitkan dengan pasal 95 dan pasal 97 KUHAP,
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kewenangan praperadilan justru ditambah
dengan kewenangan untuk memeriksa dan
memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti
kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-
mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa,
penyidikan maupun penuntutan, melainkan
juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan
rumah, penggeledahan dan penyitaan yang
tidak sah secara hukum.
2. Fungsi Lembaga Praperadilan
Dalam Hubungannya Dengan Hak
Asasi Manusia
Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia salah
satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia diwujudkan dengan adanya
praperadilan. Praperadilan adalah sebuah jalur
hukum yang diperuntukkan sebagai pengontrol
atas tindakan penguasa dalam bentuk upaya
paksa yang didelegasikan kepada penegak
hukum dalam hal penanganan sebuah tindak
pidana. Ketentuan tentang praperadilan ini
diatur pada pasal 1 angka 10 Undang — Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. Pada hakekatnya praperadilan ini
ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum
terhadap tersangka dalam pelaksanaan
prosedur-prosedur penanganan perkara dalam
tingkat penyidikan atau penuntutan dalam
sistem peradilan pidana atas upaya paksa yang
dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah
ditentukan dalam KUHAP. Amanat pasal 1
angka 10 KUHAP mengenai praperadilan
diperjelas kembali dalam pasal 77 KUHAP.
a. Praperadilan terhadap tindakan
penyitaan dan atau penggeledahan
Sehubungan dengan permasalahan hukum
ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada
dasarnya setiap upaya paksa (enforcement)
dalam penegakan hukum mengandung nilai hak
asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena
itu harus dilindungi secara saksama dan hati-
hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai
dengan “acara yang berlaku” (due process) dan
hukum yang berlaku (due to law).
b. Praperadilan terhadap tindakan
penetapan tersangka
Ketika KUHAP diberlakukan pada tahun
1981, penetapan tersangka belum menjadi isu
kursial dan problematik dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa
itu secara konvensional dimaknai sebatas pada

penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan dan penghentian penuntutan,
namun pada masa sekarang bentuk upaya
paksa telah mengalami berbagai perkembangan
atau modifikasi yang salah satunya adalah
penetapan tersangka oleh penyidik.

Penetapan tersangka oleh penyidik yang
dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian
label atau status tersangka pada seseorang
tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga
seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk
menerima status tersangka tanpa tersedianya
kesempatan baginya untuk melakukan upaya
hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian
tujuan dari penetapan tersangka tersebut.
Padahal hukum harus mengadopsi tujuan
keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan
sehingga jika kehidupan sosial semakin
kompleks maka hukum perlu dikonkretkan
secara ilmiah dengan menggunakan bahasa
yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata
lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang
teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan
seseorang tersangka.

Disisi lain tidak tertutup kemungkinan
bahwa dalam prosesnya ternyata ada
kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain
pranata praperadilan yang dapat memeriksa
dan memutusnya. Sehingga kewenangan
praperadilan untuk memeriksa dan memutus
terhadap sah atau tidaknya penetapan
tersangka terhadap seseorang telah memenuhi
asas due process of law  sekaligus
penghormatan terhadap HAM. Hanya saja tidak
bisa dipungkiri bahwa implikasi dari putusan ini
akan membawa dampak terhadap pelaksanaan
hukum acara di |Indonesia vyaitu akan
memperpanjang tahapan peradilan dan
menuntut antisipasi kesiapan aparat penegak
hukum  dalam  menghadapi  gelombang
permohonan praperadilan. Disisi lain, hal ini
dapat mendorong perlindungan yang lebih baik
dari tindakan para penyidik di kemudian hari
sekaligus menjadi koreksi (check and balance
system) atas tindakan penyidik selama ini yang
dilakukan dengan mengatasnamakan untuk
kepentingan penegakan hukum. Dengan
demikian dapat dipastikan tindakan abuse of
power atau penyalahgunaan kewenangan yang
kadang kala dilakukan penyidik dalam
menetapkan seseorang menjadi tersangka bisa
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dihindari dengan adanya mekanisme kontrol
melalui praperadilan, terutama ketika penyidik
menetapkan seseorang menjadi tersangka.
Untuk itu kedepan penegak hukum dituntut
untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam
menetapkan  status tersangka terhadap
seseorang.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Lembaga praperadilan dalam sistem
peradilan pidana berfungsi sebagai
lembaga yang melakukan pengawasan
secara horisontal terhadap tindakan yang
dilakukan oleh instansi kepolisian selaku
penyidik dan instansi kejaksaan selaku
penuntut umum. Oleh karena itu,
praperadilan memiliki peran vyang
penting untuk meminimalisir
penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanaan proses
penegakan hukum.

2. Praperadilan yang dilaksanakan dalam
wewenang badan peradilan meliputi hal-
hal untuk melakukan tindakan hukum
oleh pejabat/insitusi harus didasari pada
ketentuan hukum yang berlaku dalam
penanganan perkara pidana, baik
putusan pengadilan maupun upaya
hukum, vyang keduanya merupakan
bagian/instrumen dalam sistem peradilan
pidana.

B. Saran

1. Bahwa untuk meminimalisir terjadinya
penyimpangan dalam proses administrasi
di lingkungan peradilan perlu
dimaksimalisasi mekanisme pengawasan
internal secara sistemik (seperti pra
peradilan, proses penghentian
penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan) yang sekarang sudah ada
dalam peraturan perundang-undangan.

2. Revisi KUHAP adalah hal mutlak untuk
segera dilakukan agar dapat
disinkronisiasi, dipertajam dan dipertegas
dalam pelaksanaan KUHAP yang pada
dasarnya lembaga praperadilan harus
dikembalikan kepada tujuan, paradigma
dan model sistem peradilan pidana
terpadu.
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